
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH RENA SKALAWI

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyusunan laporan keuangan
Perusahaan Daerah, serta untuk menciptakan keseragaman
dalam penerapan perlakuan akuntansi dalam penyajian
laporan keuangan oleh Perusahaan Daerah, sehingga
terciptanya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
Perusahaan Daerah yang efektif dan efesien, maka
dipandang perlu diatur dan disusun suatu pedoman
akuntansi Perusahaan Daerah Rena Skalawi;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan   Keuangan   Antara   Pemerintah  Pusat   dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena
Skalawi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57
Seri D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI PERUSAHAAN DAERAH RENA SKALAWI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang
dipisahkan.

4. Perusahaan Daerah Rena Skalawi yang selanjutnya disebut PD. Rena Skalawi
adalah Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong.

5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rena Skalawi.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rena Skalawi.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktek-praktek yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

10. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada pihak ketiga dengan suatu
imbalan tertentu.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi PD. Rena Skalawi, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Akuntansi PD. Rena Skalawi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,
meliputi :
I. Pendahuluan;
II. Laporan Keuangan;
III. Neraca;
IV. Laporan Laba/Rugi;
V. Laporan Arus Kas;
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan;
VII. Bagan Perkiraan Standar;

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka penyusunan laporan keuangan
PD. Rena Skalawi terhitung sejak Tahun 2013 harus menyesuaikan dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada  tanggal 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di  Curup
Pada tanggal                        2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR


